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ABSTRAK 

Penelitian ini adalah penelitian dengan model studi pustaka (library 
research) dengan judul “Tinjauan Maq>as}id Shari>’ah terhadap Putusan Pengadilan 

Agama Ponorogo Terkait Izin Poligami (Studi Analisis Putusan PA Nomor: 

620/Pdt.G/2020/Pa.Po)”. skripsi ini ditujukan untuk menjawab dua rumusan 

masalah, yakni: 1) Bagaimana dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo dalam Putusan Perkara Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait 

izin poligami dengan alasan istri mempunyai penyakit asma? 2) Bagaimana 

Tinjauan Maqa>s}id Shari>’ah terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait izin poligami dengan alasan istri mempunyai 

penyakit asma? 

Data penelitian ini didapatkan dengan metode dokumentasi. Data yang 

dikumpulkan berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 

620/Pdt.G/2020/PA.Po. Setelah data terkumpul kemudian akan diolah melalui 

tahapan editing dan organizing. Teknik analisis data menggunakan metode 

deskriptif analitis yakni menggambarkan keseluruhan data yang akan dikaji. 

Kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis menggunakan peraturan yang 

berlaku dengan pola pikir deduktif yakni menggunakan teori-teori secara umum 

sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasanya, 1) Dasar pertimbangan 

hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 

620/Pdt.G/2020/PA.Po tentang izin poligami dengan alasan istri menderita 

penyakit asma adalah berdasarkan kaidah fikih dan dalil syar’i yang terdapat di 

dalam Al-Qur'an surah An-Nisa> Ayat 3, serta terpenuhinya syarat kumulatif untuk 

melakukan poligami. 2) Ditinjau dari maq>as}id shari>’ah keadaan yang dialami 

pemohon tersebut belum dapat dikatakan sebagai keadaan dharu>riyatyang 

memperbolehkan poligami, dikarenakan keadaan pemohon tersebut belum sampai 

mengancam eksistensi agama maupun eksistensi perkawinan itu sendiri. Sehingga 

keadaan yang dialami pemohon tersebut masih termasuk dalam aspek h}aji>yyat. 

Untuk hakim Pengadilan Agama Ponorogo, diharapkan lebih bijaksana 

ketika memberikan keputusan khususnya dalam perkara permohonan izin poligami 

dengan alasan istri mempunyai penyakit asma. Karena perlu diingat bahwa 

penyakit asma masih bisa disembuhkan dan bukan suatu keadaan dharurat yang 

dapat dijadikan alasan berpoligami. Dan untuk lapisan masyarakat khusunya 

pemohon dan pembaca. Poligami memang merupakan perbuatan yang 

diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi kebolehannya tersebut harus ada keadaan-

keadaan yang benar-benar dharurat. Dan jika ingin berpoligami alangkah baiknya 

dipertimbangkan kembali dampak baik dan buruknya agar tidak mendatangkan 

mafsadah dikemudian hari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Swt. 

kepada para hambanya, karena Allah Swt. mengetahui segala kelebihan dan 

kekurangan dari setiap hambanya. Adapun kekurangan tersebut sangatlah 

jelas bahwa seseorang tidak bisa lepas dari pertolongan orang lain. Begitu 

halnya manusia pada hakikatnya membutuhkan pasangan untuk menjalani 

kehidupan, dan memiliki keturunan. Hal tersebut terbukti dalam sejarah umat 

Islam bahwa manusia pertama yakni Nabi Adam a.s. tatkala hidup di surga 

merasa sangat kesepian karena hanya dirinya seorang yang berada di dalam 

surga. Padahal kita ketahui bahwa surga merupakan tempat paling indah yang 

diciptakan oleh Allah Swt., dimana di dalamnya tidak ada kekurangan apapun. 

Tapi ketika Allah Swt. menciptakan Siti Hawa, Nabi Adam a.s. merasakan 

hidupnya lebih lengkap. Dengan demikian, Allah Swt. menciptakan hambanya 

berpasang-pasangan sudah merupakan sunatullah bahwa setiap individu 

mempunyai kekurangan sehingga membutuhkan orang lain untuk 

melengkapinya. 

Perkawinan dalam fikih berbahasa Arab terdapat dua penyebutan, yakni 

nika>h} dan zawa>j. Na-ka-h}a dan za-wa-ja terdapat dalam Al- Quran dengan 

pengertian nikah yang mempunyai pengertian bersatu, bergabungnya kelamin, 
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dan akad.1 Sedangkan menurut istilah dari beberapa imam mazhab 

memberikan pengertian sebagai berikut: menurut Imam Syafii, nikah adalah 

akad yang akibatnya menjadi boleh untuk melakukan hubungan kelamin 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Menurut Imam Malik, nikah 

adalah akad yang mengandung akibat hukum yang memperbolehkan untuk 

berhubungan badan, serta bolehnya menyentuh segala sesuatu yang terdapat 

dalam badan perempuan yang dinikahinya tersebut. Sedangkan menurut Imam 

Hanafi, nikah adalah akad yang menggunakan lafaz ataupun tazwi>j dengan 

tujuan untuk mengambil manfaat, dan bersenang-senang dengan wanita.2  

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974, menjelaskan bahwa pernikahan merupakan jalinan akad antara 

seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan 

membentuk rumah tangga yang bahagia sesuai dengan Ketuhanan yang Maha 

Esa.3 Dengan kata lain, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjalani kehidupan 

secara bersama-sama sebagai pasangan suami dan istri. 

Tujuan melaksanakan perkawinan adalah, pertama untuk membina 

rumah tangga yang bahagia dan kekal serta memiliki keturunan, untuk itu 

setiap pasangan suami dan istri alangkah baiknya saling melengkapi dan saling 

membantu guna mencapai kesejahteraan materiil maupun spiritual. Dan 

                                                           
1 Sudarto, Ilmu Fikih Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2018), 137. 
2 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), 24. 
3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat untuk dapat menjaga generasi 

penerus umat Islam.4 Kedua, membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, 

dan penuh rahmat. Sakinah, merupakan kondisi yang dirasakan di dalam 

keluarga adalah ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan saling 

menghormati. Mawadah, adalah keadaan saling menyayangi dan mencintai 

antar sesama anggota dalam keluarga. Dan rahmah, merupakan ikatan batin 

yang kuat antar sesama keluarga. Ketiga, mentaati perintah Allah, serta untuk 

memiliki keturunan yang sah sesuai hukum. Keempat, untuk memenuhi 

kebutuhan batin suami dan istri yang sudah terikat dengan perkawinan.5 

Perkawinan sendiri mempunyai dua macam bentuk yaitu perkawinan 

yang bersifat monogami dan perkawinan yang bersifat poligami. Perkawinan 

yang bersifat monogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria 

dengan satu orang wanita. Sedangkan perkawinan yang bersifat poligami 

adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan dua, tiga, 

sampai empat perempuan.  

Sebelum Islam, praktik poligami sudah banyak dilakukan di belahan 

dunia, sehingga sangat sulit untuk menemukan bentuk perkawinan yang 

monogami. Poligami di masa tersebut tidak terdapat batasan terkait jumlah 

Istri ataupun syarat keadilan. Kemudian datangnya Islam melakukan 

perubahan berkaitan dengan dua hal: pertama, mengizinkan seorang suami 

melakukan poligami dengan ketentuan jumlah terbatas yakni seorang suami 

                                                           
4 Umar Haris Sanjaya, dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 

(Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), 17. 
5 Mardani, Hukum Keluarga..., 28. 
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boleh melakukan poligami hanya dengan empat wanita. Kedua, poligami 

boleh dilakukan dengan syarat bisa menjamin keadilan untuk para istri.6 

Dalam Islam mengakui dan memberikan perhatian khusus terhadap 

pembolehan poligami. Ulama setuju bahwa, semua suami tidak boleh 

melakukan perkawinan dengan seorang istri lebih dari empat orang. 

Sebagaimana disebutkan dalam Surah an-Nisa> Ayat (3) yaitu: 

ط وْا فِ  الي ت مٰى ف انْك ح وْا م ا ط اب  ل ك مْ م ن  النِّس اء  م ثْ نٰٰ و ث  ل ث  و ر ب   فْت مْ أ لَّا ت  قْس  فْت مْ و إ نْ خ  ع  ف ِ نْ خ 

ةً أ وْ م ا م ل ك تْ أ يْْ ن ك مْ ذٰل ك  أ دْنَ  أ لَّا ت  ع ول   د   وْاأ لَّا ت  عْد ل وْا ف  و اح 

 “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua , tiga, atau 

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S an-

Nisa>: 3) 
Poligami sendiri ialah tindakan seorang laki-laki dengan menikahi dua 

istri sampai empat istri untuk menjadi tanggungannya. Secara etimologi 

poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu poli yaitu mempunyai pengerian 

banyak. Sedangkan kata gami berasal dari kata gamos yang artinya 

perkawinan. Poligami sendiri berasal dari bahasa inggris yakni poligamy yang 

artinya berIstri lebih dari seorang perempuan. Dalam bahasa arab poligami 

adalah ta‘addud al-zawja>t yang artinya menambah istri.7 

                                                           
6 Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan 

Keadilan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 166. 
7 Umar Haris Sanjaya, Hukum Perkawinan..., 175. 
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Di Indonesia praktik poligami masih berada di tingkat yang tinggi. 

Tingginya angka poligami di Indonesia tidak lepas dari pemikiran masyarakat 

terkait poligami itu sendiri, seperti kita ketahui bahwa dalam Islam 

membolehkan poligami. Hal tersebut berlaku dikalangan masyarakat 

Indonesia, sehingga terjadi perubahan akulturasi di beberapa masyarakat. 

Dalam perubahan akulturasi tersebut agama Islam sangat mempengaruhi 

aspek kehidupan serta sikap masyarakat.8 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa laki-

laki hanya diizinkan mempunyai satu istri, dan seorang perempuan hanya 

diizinkan mempunyai satu orang suami. Pernyataan tersebut menjadi prinsip 

bahwa pada dasarnya sistem perkawinan di Indonesia menganut asas 

monogami. Namun dalam pasal yang lain menyatakan bahwa dalam keadaan 

tertentu poligami diperbolehkan, tentu dengan mencantumkan beberapa 

alasan yang membolehkan poligami tersebut.9 Adapun dalam Islam poligami 

bukan suatu keharusan bagi seseorang dan juga bukan suatu larangan. Namun, 

dalam permasalahan ini Islam memberikan peluang untuk seseorang 

melakukan poligami demi suatu kemaslahatan.  

Walaupun pada dasarnya sistem perkawinan di negara Indonesia 

menganut asas monogami, namun asas monogami yang dianut tersebut 

bukanlah asas monogami tertutup, melainkan asas monogami terbuka. 

Sehingga dalam sistem perkawinan di Indonesia masih ada kemungkinan bagi 

                                                           
8 Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum 

materil, (Tanggerang Selatan: Yayaysan Asy-Syar’aiah Modern Indonesia, 2018), 181. 
9 Mardani, Hukum Keluarga..., 95. 
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seorang laki-laki melakukan poligami. Namun, dalam hal seorang suami ingin 

melakukan poligami maka, suami tersebut harus mendapatkan izin dari 

pengadilan yang kewenangan relatifnya berada di lingkungan tempat 

tinggalnya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yakni, Pengadilan Agama dapat memberikan izin bagi 

seorang suami untuk melakukan poligami apabila sudah diizinkan oleh pihak 

yang bersangkutan.10 

Dalam persoalan pemberian izin poligami, suami harus mengajukan 

Permohonan kepada pengadilan didaerah tempat tinggalnya. Untuk 

berpoligami terdapat beberapa keadaan darurat yang harus dipenuhi. Keadaan-

keadaan tersebut diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan seorang 

suami boleh berpoligami apabila istrinya tidak mampu melakukan kewajiban 

sebagaimana seorang istri, istri mempunyai cacat badan ataupun penyakit 

yang tidak ada harapan untuk disembuhkan, dan istri tidak mampu 

memberikan keturunan.11 Terkait dengan poin suami harus mendapatkan 

persetujuan dari istri tidak dibutuhkan jika keadaan tidak memungkinkan 

untuk meminta persetujuan dari istrinya apabila istrinya menghilang dan tidak 

diketahui keberadaannya minimal selama 2 tahun atau di karenakan alasan 

tertentu sehingga dapat ditanggapi oleh Hakim.12 

                                                           
10 Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
11 Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. 
12 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 

53. 
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Untuk dapat dikabulkannya permohonan izin poligami di lingkungan 

Pengadilan Agama harus memenuhi alasan dan syarat, disini yang menjadi 

pandangan adalah tentang pemberian izin untuk melakukan poligami tidaklah 

sesuai dengan alasan diperbolehkannya suami melakukan poligami 

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ataupun di dalam KHI.  

Dalam penelitian yang akan diteliti disini adalah praktik poligami 

dengan alasan istri menderita penyakit asma. Perlu diketahui bahwa penyakit 

asma merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan dimana sering 

diderita oleh anak kecil, maupun orang dewasa.13 Asma disebabkan karena 

terjadinya pengencangan otot disekitar sistem pernafasan, adanya peradangan 

disistem pernafasan, terjadinya pembengkakan, dan iritasi disistem 

pernafasan. Dengan demikian, asma adalah penyempitan pada saluran 

pernafasan akibat dari pembengkakan sistem pernafasan sehingga 

menyebabkan kesulitan bernafas. 

Membaca duduk perkara dan dasar hukum majelis Hakim dalam 

memutuskan permohonan izin poligami dengan alasan istri menderita 

penyakit asma yang dimana bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam 

KHI, karena perlu digarisbawahi bahwa yang dijelaskan dalam Pasal 57 KHI 

adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sedangkan penyakit asma 

merupakan penyakit yang dengan kemungkinan kecil masih bisa untuk 

disembuhkan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

                                                           
13 Nursalam et al., “Faktor Risiko Asma dan Perilaku Pencegahan Berhubungan dengan Tingkat 

Kontrol Penyakit Asma”, Jurnal Ners, Vol.4, No.1 (April 2009), 9. 
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sehingga dapat menemukan titik terang terkait dengan putusan Pengadilan 

Agama Ponorogo yang mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan 

istri menderita penyakit asma. 

Dari uraian diatas, penelitian ini dibuat dalam bentuk skripsi yang 

berjudul “Tinjauan Maq>as}id Shari>’ah terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Ponorogo Terkait Izin Poligami (Studi Analisis Putusan PA Nomor: 

620/Pdt.G/2020/Pa.Po)”. 

 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi masalah 

Melihat penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka terdapat 

identifikasi masalah penelitian yaitu sebagai berikut: 

a. Syarat-syarat Izin poligami di Pengadilan Agama. 

b. Syarat izin poligami menurut KHI. 

c. Dasar hukum pertimbangan majelis Hakim PA Ponorogo dalam 

Putusan Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait izin poligami 

d. Kajian Hukum Islam terkait alasan-alasan melakukan Poligami. 

e. Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama 

Ponorogo Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait izin poligami. 

f. Tinjauan maqa>s}id shari>‘ah terhadap putusan Pengadilan Agama 

Ponorogo Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po. 
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2. Batasan masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, untuk membatasi 

identifikasi masalah yang terkadung dengan tujuan supaya peneliti dalam 

melakukan skripsi lebih fokus dan lebih sistematis, maka batasan masalah 

yang akan peneliti kaji adalah: 

a. Dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

dalam Perkara Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait izin poligami. 

b. Tinjauan maq>as}id shari>’ah terhadap putusan Pengadilan Agama 

Ponorogo Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait izin poligami 

dengan alasan istri mempunyai penyakit asma. 

 

C. Rumusan Masalah 

Melihat penjelasan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

batasan masalah. Maka peneliti mengambil beberapa masalah yang akan 

diteliti, yaitu: 

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo dalam Perkara Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait izin 

poligami? 

2. Bagaimana Tinjauan Maq>as}id Shari>’ah terhadap putusan Pengadilan 

Agama Ponorogo Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait izin poligami 

dengan alasan istri mempunyai penyakit asma? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan deskripsi terkait penelitian terdahulu dengan 

kasus yang akan diteliti. Kajian pustaka sendiri bertujuan untuk menegaskan 

penelitian yang ditulis bukan merupakan pengulangan ataupun plagiat 

terhadap penelitian yang dahulu.14 Pembahasan terkait izin poligami sendiri 

sudah banyak diteliti, namun dalam hal ini penulis tentu mempunyai 

persamaan maupun perbedaan. Kemudian dipaparkan sebagai berikut: 

Skripsi Bagus Rokhmat Jaya Negara C31208001 IAIN Sunan Ampel 

Surabaya pada Tahun 2012 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap 

Putusan Nomor: 4475/Pdt.G/2010/PA.Sby. Izin poligami di Pengadilan 

Agama Surabaya (tergugat tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai 

seorang Istri secara Maksimal)”. Skripsi tersebut mengkaji tentang dasar 

hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan izin poligami di 

Pengadilan Agama Surabaya dan Pertimbangan majelis Hakim terkait putusan 

4475/Pdt.G/2010/PA.Sby tentang izin poligami, kemudian penulis melakukan 

analisis berdasarkan hukum Islam. Persamaan dengan skripsi yang akan 

diteliti adalah sama-sama mengkaji tentang Izin poligami yang dianalisis dari 

segi hukum Islamnya. Perbedaannya terletak dalam objek masalah penelitian, 

objek skripsi ini adalah tergugat tidak menjalankan kewajiban secara 

maksimal dan alasan pengajuan izin poligami tersebut tidak tercantum di 

                                                           
14 Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Hukum, Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: 

UIN Sunan Ampel, 2018). 
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pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam skripsi yang akan saya 

kaji, objek masalahnya adalah tergugat mempunyai penyakit asma.15 

Skripsi oleh Ira Duwi Lestari C01206087 IAIN Sunan Ampel Surabaya 

pada Tahun 2012 dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan 

Nomor 0063/Pdt.G/2010/PA.Tbn. Tentang izin poligami dengan alasan istri 

menderita Penyakit Diabetes”. Skripsi ini mengkaji tentang dasar hukum 

majelis Hakim pengadilan Agama Tuban yang memutus perkara izin poligami 

dikarenakan Istri mempunyai penyakit diabetes dan tinjauan secara hukum 

Islam terkait putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 

0063/Pdt.G/2010/PA.Tbn. Persamaan dengan skripsi peneliti adalah sama-

sama membahas dasar hukum majelis Hakim dalam memutuskan izin 

poligami serta tinjauan hukum Islam terkait putusan 

0063/Pdt.G/2010/PA.Tbn. Sedangkan perbedaannya adalah dari objek alasan 

izin poligami, yang dimana skripsi diatas membahas diabetes sebagai alasan 

poligami, sedangkan dalam skripsi yang akan saya kaji mempunyai objek 

penyakit asma sebagai alasan poligami.16 

Skripsi Nurul Ismi Rohmatika 13350070 UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta pada Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Izin poligami dengan alasan menolong Perawan Tua (Studi Putusan 

                                                           
15 Bagus Rokhmat Jaya Negara, “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 

4475/Pdt.G/2010/PA.Sby. Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya (Tergugat tidak bisa 
melaksanakan kewajiban sebagai seorang Istri secara Maksimal)” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel 

Surabaya, 2012). 
16 Ira Duwi Lestari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2010/PA.Tbn. 

Tentang Izin Poligami dengan alasan Istri menderita Penyakit Diabetes”, (Skripsi—IAIN 

Sunan Ampel Surabaya, 2012). 
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Pengadilan Agama Bantul Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl)” skripsi tersebut 

mengkaji tentang tinjauan secara yuridis terkait dasar hukum Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Bantul dalam memutus perkara Nomor 

644/Pdt.G/2016/PA.Btl. serta tinjauan secara normatif yang dipakai Majelis 

Hakim dalam Putusan Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl. Dalam hal ini, 

persamaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang akan saya kaji adalah 

mempunyai kesamaan dalam membahas permasalahan izin poligami yang 

ditinjau dari segi hukum Islam. Adapun perbedaannya adalah jika skripsi 

diatas memakai metode analisis yuridis dan normatif sedangkan skripsi yang 

akan saya kaji lebih fokus kepada tinjauan Hukum Islam. Kemudian selain dari 

itu objek masalah yang dikaji jelas berbeda yakni, jika skripsi diatas 

mempunyai alasan poligami untuk menolong perawan tua, dan skripsi yang 

akan saya kaji mempunyai objek penyakit asma sebagai alasan poligami.17 

Skripsi oleh Fathia Nikmatin Alfafa 1210301017 UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung pada Tahun 2014 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap 

Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms tentang izin poligami”. Skripsi 

tersebut mengkaji terkait dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait 

putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms dan mengkaji keserasian antara 

Peraturan Perundang-Undangan dengan penerapannya. Khususnya, dalam 

Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi alasan 

dikabulkan permohonan izin poligami. Adapun persamaan dari skripsi diatas 

                                                           
17 Nurul Ismi Rohmatika, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Izin poligami dengan Alasan menolong 

Perawan Tua (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Btl”, 

(Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). 
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dengan skripsi yang dikaji mempunyai persamaan yakni mengkaji terkait 

putusan yang berhubungan dengan izin poligami. Sedangkan perbedaan dari 

skripsi tersebut dengan skripsi yang saya kaji adalah, jika skripsi diatas lebih 

fokus dan menitikberatkan terhadap Hukum Positif yakni Pasal 4 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memakai metode analisis yuridis. 

Dan pada skripsi yang akan dikaji lebih fokus kepada tinjauan secara hukum 

Islam terkait alasan izin poligami.18 

Skripsi Siti Prapti Munawaroh C71214061 UIN Sunan Ampel Surabaya 

pada Tahun 2019 dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pemberian izin 

poligami dikarenakan istri akan dijadikan Pengasuh Pondok Pesantren (Studi 

Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas)”. dalam skripsi diatas membahas 

alasan Hakim dalam memberikan izin poligami pada Putusan Nomor 

0363/Pdt.G/2018/PA.Pas, serta membahas secara yuridis terkait izin poligami 

dengan alasan istri akan ditempatkan sebagai pengasuh Pondok. Persamaan 

dari skripsi tersebut dengan skripsi yang akan dikaji mempunyai persamaan 

terkait permohonan izin melakukan poligami dengan alasan yang berbeda-

beda. Sedangkan perbedaan dari skripsi yang akan dikaji dengan skripsi diatas 

adalah jika skripsi diatas membahas alasan poligami menggunakan analisis 

yuridis dan objek putusan dari skripsi diatas adalah ingin berpoligami karena 

istrinya mau dijadikan Pengasuh Pondok. Sedangkan skripsi peneliti 

membahas alasan melakukan poligami berdasarkan hukum Islam dan 

                                                           
18 Fathia Nikmatin Alfafa, “Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms. 

tentang Izin Poligami”, (Skripsi—UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014). 
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mempunyai objek kajian bahwa pemohon ingin berpoligami lantaran 

termohon menderita penyakit asma.19 

Dengan demikian dari penjabaran kajian pustaka diatas tidak adanya 

duplikasi maupun plagiat dari skripsi-skripsi sebelumnya dan terdapat 

perbedaan. Di Penelitian penulis kaji terkait Putusan tingkat Pertama tentang 

Putusan Izin Poligami dengan alasan istri mempunyai penyakit asma yang 

akan dianalisis secara hukum Islamnya. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian yang 

akan dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan majelis Hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo dalam Putusan Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait 

izin poligami. 

2. Untuk mengetahui Tinjauan maq>as}id shari>’ah terhadap putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait izin 

poligami dengan alasan istri mempunyai penyakit asma. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dari penelitian yang peneliti kaji, semoga dapat memberikan manfaat 

dalam aspek teoritis dan dalam aspek praktis: 

                                                           
19 Siti Prapti Munawarah, “Analisis Yuridis terhadap Pemberian Izin Poligami dikarenakan Istri 

akan dijadikan Pengasuh Pondok Pesantren (Studi Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2018/PA.Pas)”, 

(Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). 
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1. Aspek teoritis 

Segi aspek teoritis, skripsi ini semoga dapat menambah wawasan 

keilmuan maupun teori-teori yang berkaitan dengan hukum perkawinan, 

khususnya terkait perkara poligami. Dan diharapkan penelitian ini dapat 

digunakan sebagai landasan bagi peneliti lainnya di masa depan. 

 

2. Aspek praktis 

Segi aspek praktis, penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan evaluasi serta dapat dijadikan sebagai referensi majelis 

hakim dalam mempertimbangkan serta dalam memutus perkara. 

Khusunya terkait pemberian Izin Poligami. Dan manfaat yang lainnya 

adalah semoga skripsi ini mampu memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat terkait poligami. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk memudahkan pemahaman konteks pembahasan terkait dengan 

judul skripsi di atas, maka peneliti memberikan definisi operasional terhadap 

variabel yang digunakan didalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini Maq>as}id shari>’ah akan digunakan sebagai acuan 

utama dalam menganalisis putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16 
 

 

 

620/Pdt.G/2020/PA.Po. Maq>as}id shari>’ah tujuannya adalah 

mendatangkan mas}lahah terhadap manusia di dunia dan akhirat.20   

2. Putusan Pengadilan Agama Ponorogo terkait izin poligami dikarenakan 

istri menderita penyakit asma. Dalam penelitian yang akan dianalisis 

yaitu dasar hukum majelis hakim dalam memeriksa, mengadili,  serta 

menyelesaikan perkara terkait permohonan izin poligami di lingkungan 

Pengadilan Agama Ponorogo. 

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian yang akan saya kaji merupakan penelitian berbasis studi 

pustaka. Metode dalam penelitian di sini menggunakan metode penelitian 

hukum doktrinal. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian 

terhadap hukum dilihat dari perspektif internal dengan objek penelitian dalam 

ranah norma hukum yang bertujuan mempertahankan aspek kritis dari ilmu 

hukumnya.21 Oleh karena itu, disini peneliti mengambil data terkait Putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait izin 

poligami dikarenakan istri mempunyai asma. 

1. Data yang dikumpulkan 

Sesuai dengan isu permasalahan tersebut, dalam penelitian ini data 

yang dikumpulkan berupa dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama 

                                                           
20 Muhammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, 2015), 25. 
21 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 12. 
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Ponorogo dalam memutuskan perkara Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po 

terkait izin poligami dikarenakan istri mempunyai penyakit asma. 

 

2. Sumber data 

Sumber data penelitian ini ialah darimana data penelitian 

didapatkan. Sumber data dibagi menjadi dua, yakni sumber primer serta 

sumber sekunder. 

a. Sumber primer 

Sumber utama penelitian ini adalah Salinan Putusan Pengadilan 

Agama Ponorogo Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait 

permohonan poligami dengan alasan istri mempunyai penyakit asma. 

b. Sumber sekunder 

1) https://www.pa-ponorogo.go.id website resmi Pengadilan 

Agama Ponorogo. 

2) salinan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

620/Pdt.G/2020/Pa.Po. 

 

3. Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data melalui dokumentasi. Sehingga dalam penelitian ini data yang 

dikumpulkan adalah berupa dokumen resmi yaitu salinan Putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait 

permohonan poligami dengan alasan istri mempunyai penyakit asma. 

https://www.pa-ponorogo.go.id/
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4. Teknik pengolahan data 

Guna mengolah data-data yang sudah terkumpul dalam penelitian 

ini, peneliti mengolah data menggunakan: 

a. Editing 

Melakukan proses pemeriksaan terkait data-data yang 

dikumpulkan supaya jelas dengan pokok permasalahan yang akan 

diteliti. Dalam hal ini, peneliti memeriksa kembali salinan Putusan 

Pengadilan Agama Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait 

permohonan poligami dengan alasan istri mempunyai penyakit asma 

dari segi identitas Pemohon dan Termohon, Posita, Petitum, dan 

Pertimbangan Hukum Hakim, serta Amar Putusan. 

b. Organizing 

Organizing merupakan mengatur, menyusun serta mengelola 

data yang ada di dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait permohonan poligami dengan alasan 

istri mempunyai penyakit asma. Sehingga akan menghasilkan bahan-

bahan untuk diteliti nantinya. 

 

 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19 
 

 

 

5. Teknik analisis data 

Analisis data adalah rangkaian kegiatan yang berupa penelaahan, 

pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data dengan 

tujuan agar memperoleh pemahaman yang baru.22  

Data terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif 

analitis yakni dengan mendeskripsikan semua data yang akan dikaji, 

kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis menggunakan 

peraturan yang berlaku. Serta menggunakan pola pikir secara deduktif 

yaitu pola pikir yang menerapkan data-data yang umum kemudian akan 

dikaitkan dengan bagian-bagian khusus sehingga nantinya dapat ditarik 

sebuah kesimpulan. 

Dalam hal ini, peneliti akan lebih dulu mengemukakan teori-teori 

umum terkait permohonan izin poligami dengan alasan istri mempunyai 

penyakit asma menurut KHI, kemudian peneliti akan menganalisis secara 

khusus menggunakan teori hukum Islam terkait permohonan izin 

poligami dengan alasan istri mempunyai penyakit asma.  

 

I. Sistematika Pembahasan  

Sistematika Pembahasan merupakan uraian yang ditulis dengan bentuk 

esai untuk mendeskripsikan sistematika penulisan penelitian. Agar 

pembahasan lebih terstruktur serta mudah difahami. Untuk mempermudah 

pemahaman pembaca, peneliti menyajikan sistematika pembahasan yakni: 

                                                           
22 Ibid., 133. 
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Bab pertama memuat pendahuluan berisikan latar belakang masalah, 

identifikasi masalah serta batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua memuat landasan teori yang membahas terkait pengertian 

poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami secara hukum Islam, 

poligami menurut Muhammad Syahrur. Kemudian membahas terkait teori 

maqa>s}id shari>’ah. 

Bab ketiga memuat data penelitian terkait kasus perkara yang menjadi 

sebuah objek penelitian yaitu, deskripsi Profil Pengadilan Agama Ponorogo. 

Dan memuat deskripsi tentang Putusan pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait permohonan poligami dengan alasan istri 

mempunyai penyakit asma. 

Bab keempat memuat analisis data yang dimana peneliti menganalisis 

terkait pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Putusan 

Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait permohonan izin poligami dikarenakan 

istri mempunyai penyakit asma. Kemudian diteruskan dengan membahas 

analisis secara hukum Islam yang memuat peninjauan dari segi KHI dan 

maqa>s}id shari>’ah terhadap Perkara Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait 

permohonan poligami dengan alasan istri mempunyai penyakit asma. 

Bab kelima memuat penutup yang meliputi kesimpulan dari adanya 

penelitian ini serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan 

penelitian sebagai tindak lanjut dari adanya penelitian ini. 
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BAB II 

POLIGAMI DAN MAQA>S}ID SHARI>‘AH 

 

A. Pengertian Poligami 

Secara etimologi poligami dari bahasa Yunani, yang terdapat dua kata 

yakni Apolus berarti banyak serta Gamos berarti pasangan.1 Sehingga dapat 

dikatakan bahwa poligami adalah keadaan dimana seorang laki-laki memiliki 

lebih dari satu pasangan. Sedangkan poligami apabila dijelaskan secara istilah 

adalah sebuah bentuk perkawinan yang mana seorang suami menikahi lebih 

dari seorang istri.  

Poligami ditinjau dari bahasa arab disebut ta‘addud al-zawja>t yang 

artinya adalah menambah seorang istri. Istilah kata poligami telah dikenal 

sebelum ajaran Islam masuk, poligami sudah terjadi pada masa Nabi Musa a.s. 

dalam ajaran Nabi Musa a.s. tidak melakukan pelarangan terhadap kegiatan 

poligami, serta tidak membatasi jumlah wanita yang akan dipoligami. Selain 

Nabi Musa a.s. poligami juga dilakukan oleh Nabi Daud a.s, Nabi Sualiman 

a.s., dan Nabi Ibrahim a.s. serta terdapat riwayat yang menjelaskan bahwa 

nabi-nabi tersebut memiliki dua istri.2 

Dalam Hukum Islam, poligami berarti seorang suami yang melakukan 

perkawinan dengan satu perempuan atau lebih dengan batasan sampai empat   

                                                           
1 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan..., 47. 
2 Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia..., 181. 
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wanita. Pengertian yang berlaku di kalangan masyarakat dan dalam fikih 

pernikahan, mengartikan poligami sebagai perkawinan yang mana laki-laki 

menikahi satu, dua atau lebih seorang istri.3 Pada hakikatnya poligami secara 

umum adalah poligini, dimana selama perkembangannya jarang dipakai dalam 

kehidupan masyarakat. Poligini sendiri adalah sebuah sistem perkawinan yang 

mengizinkan seorang suami memiliki istri lebih dalam kurun waktu yang 

bersamaan.4 Dalam kurun waktu yang bersamaan maksudnya adalah pada saat 

mengarungi hidup berumah tangga.5 Dengan demikian poligami merupakan 

suatu bentuk ikatan perkawinan yang mana suami menambah jumlah istri 

tanpa menceraikan istri yang lainnya.  

Bila melihat sejarah mengenai poligami, pada dasarnya poligami hanya 

dilakukan oleh mereka yang mempunyai ekonomi cukup memadai (orang 

kaya). Sehingga dalam hal ini, mereka beranggapan bahwa mereka lebih 

mempunyai kuasa daripada masyarakat jelata. Dengan kata lain mereka berani 

mengambil beberapa wanita untuk dipoligami ataupun hanya untuk 

melampiaskan nafsu semata.6 

Perkembangan poligami sudah dikenal di berbagai bangsa dan negara, 

sebelum Islam datang mereka telah mengizinkan berpoligami dengan 

beberapa wanita, tanpa situasi maupun batasan. Dengan datangnya Islam, 

                                                           
3 Abdul Mutakabbir, Reinterprestasi Poligami: menyingkap makna, syarat hingga Hikmah 

Poligami dalam Al-Qur’an, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), 20. 
4 Ibid., 22. 
5 Bustaman Usman, “Poligami menurut Perspektif Fikih (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, 

Kabupaten Pidie, Aceh), Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1. No. 1 

(Januari-Juni 2017), 277. 
6 Ibid. 
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syarat dan batasan kemudian ditetapkan dalam poligami.7 Kedatangan Islam 

melakukan reformasi berkaitan dengan dua hal: pertama, mengizinkan seorang 

suami melakukan poligami dengan ketentuan jumlah terbatas yakni seorang 

suami boleh melakukan poligami hanya dengan empat wanita. Kedua, 

poligami boleh dilakukan dengan syarat bisa menjamin keadilan untuk para 

istri.8  

Dalam hukum perkawinan, laki-laki pada hakikatnya diperbolehkan 

melakukan poligami dalam kurun waktu yang bersamaan, seorang suami yang 

ingin berpoligami harus didasarkan dengan niat yang mulia dan berani 

bersikap adil secara lahiriyah maupun bathiniyah.9 Pembatasan maksimal 

jumlah wanita yang boleh dipoligami hanya sampai empat wanita saja. 

Pembatasan maksimal jumlah wanita tersebut dilihat dari tingkat keadilan 

yang bisa dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, karena pada dasarnya 

seorang istri mempunyai hak untuk mendapatkan hak maupun keadilan yang 

sama dari suami.10 

 

B. Dasar Hukum Poligami 

Hukum Islam juga mengakui dan memberikan perhatian secara khusus 

terkait kebolehan melakukan poligami dengan menjadikan poligami sebagai 

kajian di dalam hukum perkawinan. Ulama’ sepakat bahwa semua laki-laki 

                                                           
7 Yusuf al-Qardhawi, Fiqh Wanita, (Bandung: Jabal, 2020) ,68. 
8 Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum..., 166. 
9 Umar Haris Sanjaya, Hukum Perkawinan..., 176. 
10 Ibid. 
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tidak boleh melakukan poligami lebih dari empat orang istri. Hal ini sesuai 

dengan Surah an-Nisa> Ayat (3) yaitu:11 

ط وْ  فْت مْ أ لَّا خ  و إ نْ  فْت مْ ثْ نٰٰ ب  ل ك مْ م ن  النِّس اء  م  ا م ا ط اى ف انْك ح وْ فِ  الي ت مٰ ا ت  قْس   و ث  ل ث  و ر ب ع  ف ِ نْ خ 

ةً أ   ات  عْد ل وْ  أ لَّا  د   ات  ع ول وْ  أ لَّا ل ك  أ دْنَ  أ يْْ ن ك مْ ذٰ وْ م ا م ل ك تْ ف  و اح 

“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua , tiga, atau 

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S an-

Nisa>: 3). 

 
Latar belakang turunnya ayat tersebut dijelaskan o;eh Aisyah istri 

Rasulullah saw. Yang merupakan jawaban terhadap persoalan dari Urwah bin 

Zubair. Beliau memastikan kepada Rasulullah saw. terkait asal mula 

seseorang diperbolehkan mempunyai istri sampai empat untuk memelihara 

harta anak yatim. Kemudian Aisyah menjawab: wahai keponakanku, ayat di 

atas berkaitan dengan seorang anak perempuan yatim yang mana berada dalam 

pengasuhan walinya, dan hartanya bercampur dengan harta dari walinya. 

Kemudian walinya tersebut tergoda dengan kecantikan anak perempuan yatim 

tersebut. Lalu walinya bermaksud untuk menikahinya tanpa membayar mahar 

selayaknya pembayaran mas kawin kepada wanita pada umumya. Oleh 

karenanya, wali tersebut tidak boleh menikahi anak perempuan yatim 

tersebut, kecuali wali tersebut membayar mahar seperti membayar mahar 

                                                           
11 Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan..., 183. 
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kepada wanita pada umumnya. Sehingga wali tersebut dianjurkan menikahi 

perempuan lain, meskipun sampai empat orang istri.12 

At-Thabari menjelaskan ayat di atas bahwa jika kamu takut tidak 

mampu berlaku adil kepada anak yatim, dan juga terhadap perempuan lain 

yang kamu senangi. Maka janganlah kamu melakukan perkawinan dengan 

mereka meskipun dengan satu orang saja. Dan apabila memiliki nafsu yang 

besar untuk melakukan seksual maka bersenang-senanglah dengan budak yang 

kamu miliki. Karena hal tersebut lebih memelihara dari perbuatan dosa.13 

Menurut Jumhur, huruf (و) dalam lafaz mathna wa thulatha wa ruba‘ 

memiliki pengertian “pilihan”. Sehingga mempunyai makna dua, tiga, atau 

empat. Sebagian Ulama Z{ahiri serta golongan Ra>fid{ah dari kalangan Syiah 

berpendapat bahwa, seorang pria diperbolehkan mengawini sembilan orang 

istri. Pendapat tersebut didasarkan atas pemahaman terhadap kata mathna wa 

thulatha wa ruba‘ adalah penjumlahan dari dua, tiga, dan empat. Dikarenakan 

huruf (و) tidak mengartikan pilihan (atau), akan tetapi mengartikan 

mengumpulkan/menjumlah. Sebagian Ulama Z{ahiri berpendapat kalimat 

mathna wa thulatha wa ruba‘ adalah dua ditambah dua (empat), tiga ditambah 

tiga (enam), empat ditambah empat (delapan). Sehingga maksimal wanita 

yang dapat dipoligami adalah delapan belas wanita.14 

                                                           
12 al-Thabari, tafsir al-Thabari, Jilid-3, Beirut libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, t. Th., 574. 
13 Ibid., 577. 
14 Iffah Muzammil,  Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam: dilengkapi dengan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, (Tanggerang: Tira 

Smart, 2019), 94. 
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Pendapat Jumhur mengacu kepada hadis Rasulullah saw. yang 

berbunyi:15 

َ لاي ال  س ل م ة  الث اق ف ي: ا سْل م  و تَ ْت ه  ع سْر  ن سْ  بْن   غ يْلا ن  أ نا  ه  يْ ب  أ   نْ ع   ال   س   نْ ع   َ  ل ه  الناِ  ُّ  و ة  ف  ق ا

ن ْه نا ا رْب  عًا ت  رْ إ خْ ع ل يْه  و  س ل م    م 

“Dari Salim dari ayahnya, bahwasannya Ghailan bin Salamah Ats-

Tsaqafi masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh orang istri kemudian 

Nabi Saw. bersabda kepadanya “pilih empat diantaranya”. 

 

Dua pendapat ulama Z{ahiri serta golongan Ra>fid{ah tidak disetujui oleh 

Jumhur. Jumhur menilai jika pendapat tersebut bertentangan dengan Ijmak 

para Sahabat. Al-Sha’rawi memperkuat pendapat Jumhur, yang menurutnya 

kalimat mathna wa thulatha wa ruba‘ mempunyai arti boleh mengawini 

wanita sebanyak dua atau tiga atau empat. Sebagaimana pernyataan “silahkan 

berjalan dua-dua, tiga-tiga, empat-empat”. Sehingga pernyataan itu tidak bisa 

diartikan “silahkan berjalan dua plus dua, tiga plus tiga dan empat plus 

empat”. Selain itu sasaran dari ayat tersebut adalah untuk jamaah bukan untuk 

personal saja.16 

Ulama’ tafsir memberikan pengertian terkait Surah An-Nisa> Ayat (3) 

itu bukan merupakan sebuah perintah maupun anjuran, akan tetapi merupakan 

sebuah informasi dari Allah Swt. agar memperlakukan saudara terutama anak 

yatim dengan bersikap adil. Quraish Shihab dan tafsir Al-Maraghi 

memberikan penafsiran bahwa poligamiyang dijelaskan dalam Surah An-Nisa> 

                                                           
15 Ibid. 
16 Ibid., 95. 
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Ayat (3) tersebut merupakan hak yang boleh akan tetapi, dengan syarat yang 

ketat. Karena, yang boleh melakukan poligami adalah orang yang benar-benar 

dalam keadaan darurat.17 

Khoiruddin Nasution menjelaskan bahwa poligami itu tidak dilarang, 

tetapi hanya dilakukan pembatasan oleh Al-Qur‘an. Di dalam A-Qur‘an 

sendiri tidak mengutamakan untuk berpoligami namun hanya membolehkan. 

Kebolehan tersebut disertai dengan syarat untuk bersikap adil. Syarat tersebut 

tercantum di Surah An-Nisa> Ayat (129) yang artinya:18 

الْم ع  ٓ  و ل نْ ت سْت ط ي ْع وْ  يْل  ف  ت ذ ر وْه ا ك  ل وْا ك لا الْم  ت مْ ف لا  تَ  ي ْ َْ و ا نْ ٓ  لاق ة  ا ا نْ ت  عْد ل وْا ب  يْْ  النِّس اءۤ  و ل وْ ح ر 

يْم    ت صْل ح وْا و ت  ت اق وْا ف ا نا اللٰ ه  ك ان  غ ف وْراً راح 

“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri 

(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga 

kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan 

perbaikan dan memelihara (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah 

Swt. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

 

 

 

C. Syarat Poligami dalam Islam 

Didalam Islam, poligami diperbolehkan dan tentu juga mempunyai 

beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh suami apabila ingin berpoligami. 

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:19 

                                                           
17 Umar Haris Sanjaya, Hukum Perkawinan..., 177. 
18 Ibid., 178. 
19 Ibid., 181. 
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a. Mampu untuk bersikap adil, hal ini jelas sebagaimana dijelaskan dalam 

Surah An-Nisa> Ayat (3). Dan apabila tidak mampu untuk bersikap adil 

maka, dianjurkan untuk mengawini satu perempuan. 

b. Mampu membentengi diri agar tidak mudah terperdaya dengan cobaan 

istri dan anak-anak, dengan maksud yakni agar tidak meninggalkan apa 

yang sudah menjadi hak Allah Swt. dikarenakan keberadaan istri maupun 

anak-anak. 

c. Dapat memberikan nafkah secara lahiriyah kepada istri-istri serta anak-

anaknya, dan mampu memberikan nafkah bathiniyah kepada istri-istrinya 

secara adil.  

Dalam buku poligami karya Zaini Nasohah menjelaskan syarat-syarat 

poligami sebagai berikut:20 

a. Pembatasan jumlah maksimal istri, yakni dalam islam hanya 

diperbolehkan menikahi sampai dengan empat wanita saja. Hal ini tentu 

sejalan dengan Surah An-Nisa> Ayat (3) yang menjelaskan kalimat mathna 

wa thulatha wa ruba‘a. Pembatasan maksimal jumlah wanita yang bisa 

dipoligami hanya sampai empat adalah karena melihat kemampuan 

seorang laki-laki bersikap adil. 

b. Wanita yang akan dipoligami bukanlah saudara, seperti perkawinan pada 

umumnya yang melarang untuk menikahi saudara. Dalam perkawinan 

poligami juga dilarang untuk menikahi kakak dengan adik, ibu dengan 

anak.  

                                                           
20 Zaini Nasohah, Poligami, (Kuala Lumpur: t.p., 2000), 18. 
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Di dalam kitab al-Fiqhu al-Islam wa Adilatuhu karangan Wahbah Az-

Zuhaili menjabarkan bahwa untuk melakukan poligami terdapat dua sebab, 

yakni sebab umum serta sebab khusus. Yang pertama, sebab umum 

diantaranya yaitu untuk mengatasi permasalahan terkait banyaknya populasi 

wanita dan sedikitnya populasi laki-laki. Baik dalam kondisi akibat 

bertambahnya populasi wanita, maupun setelah terjadinya peperangan yang 

mengakibatkan banyaknya kaum laki-laki yang gugur. Dalam kondisi 

tersebut, poligami adalah istem yang sangat dibutuhkan secara sosial ataupun 

moral. Tujuannya adalah untuk menjaga kaum wanita dari keburukan dan 

penyimpangan.21  

Sedangkan sebab khusus meliputi pertama,  kemandulan istri, atau 

karena mempunyai penyakit, atau tidak sejalan dengan keinginan suami yang 

membuat terhalangnya keinginan seorang suami. Maka, alangkah baiknya 

untuk istrinya memberikan izin kepada suaminya agar menikah untuk yang 

kedua kalinya. Sehingga dapat mewujudkan kebahagiaan terhadap suaminya. 

Kedua, tingginya rasa benci suami kepada istrinya dalam jangka waktu. 

Terkadang dalam kehidupan keluarga terdapat pertikaian antara suami dan 

istri, dimana sering terjadi tidak dapat menemukan jalan keluar, oleh sebab 

itu perceraian merupakan jalan keluar terakhir. Atau tetap mempertahankan 

istrinya dan melakukan poligami dibandingkan melakukan perceraian. 

Ketiga, bertambahnya kemampuan seksual seorang suami.22  

                                                           
21 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adilatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 163. 
22 Ibid., 165. 
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D. Poligami menurut pandangan Muhammad Syahrur 

1. Pengertian poligami menurut Muhammad Syahrur 

Dalam pandangan Muhammad Syahrur poligami adalah seorang 

laki-laki yang telah menikah dengan seorang perempuan kemudian 

melakukan perkawinan lagi dengan seorang janda yang mempunyai anak 

yatim dalam waktu yang bersamaan.23 Agama Islam sendiri telah 

memperbolehkan bagi suami untuk melakukan poligami, akan tetapi 

terdapat penekanan terhadap syarat-syarat untuk melakukan poligami. 

Menurut Muhammad Syahrur di dalam poligami terdapat sisi 

kemanusiaan dan sisi sosial. 24 

Poligami dilihat dari segi kemanusiaan dan sosial dapat 

terselesaikan apabila keadilan terhadap anak-anak dan istri-istri mereka 

terlaksana secara baik, serta ketika yang dipoligami itu adalah seorang 

janda yang memiliki anak. Sehingga Muhammad Syahrur berpendapat 

bahwa calon istri yang boleh dipoligami harus seorang janda dan memiliki 

anak yatim.25  

2. Syarat poligami menurut Muhammad Syahrur 

Syarat poligami menurut pandangan Muhammad Syahrur dikenal 

dengan enam teori batas, antara lain: a) batas minimal; b) batas maksimal; 

                                                           
23 Firman Nurdiansyah. “Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Muhammad Syahrur tentang 

Istri kedua dan seterusnya harus Janda yang memiliki anak serta relevansinya bagi rencana 
perubahan KHI”. (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2018), 64. 

24 Ibid. 
25 Nur Khosiyah. Dkk. “Poligami Perspektif Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur” Jurnal 

Imtiyaz, Vol. 05, No. 02, (September 2021), 81. 
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c) batas maksimal dan minimal; d) batas maksimal dan minimal bersamaan 

pada satu titik atau posisi lurus atau posisi penetapan hukum partikuler; 

e) posisi batas maksimum dengan satu titik yang mendekati garis lurus 

tanpa bersentuhan; f) batas maksimum positif tidak boleh dilewati dan 

batas bawah negatif boleh dilewati.26 

Adapun syarat-syarat poligami menurut Muhammad Syahrur 

tergolong pada batas minimal dan maksimal hadir secara bersamaan 

namun tidak menyatu dalam satu garis. Apabila dikaitkan dengan ayat 

poligami terdapat batasan maksimal dan minimal, baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas. Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:27 

a. Batas-batas dalam sisi kuantitas 

Dalam Surah An-Nisa> Ayat 3 menjelaskan batas minimal dari 

seorang istri adalah satu istri dan batasan maksimal dari seorang istri 

adalah empat orang istri. 

b. Batas-batas dalam sisi kualitas 

Menurut Muhammad Syahrur maksud dari ayat poligami adalah 

seorang janda, karena ayat diatas memakai bentuk kalimat shart{i>yah, 

sehingga bias difahami sebagai “fankih{u> ma> t{a>ba lakum min al-nisa> 

mathna> wa thulatha> wa ruba>‘...” dengan syarat apabila “wa in khiftum 

an la> tuqsit{u fi al-yata>ma...”. Dengan demikian, syarat untuk istri 

                                                           
26 Ibid. 
27 Firman Nurdiansyah. “Analisis Hukum Islam..., 68. 
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kedua, ketiga, dan keempat harus seorang janda yang mempunyai anak 

yatim. 

Dalam konteks poligami, sesungguhnya Allah Swt. tidak hanya 

sekedar membolehkan poligami, akan tetapi poligami merupakan anjuran 

dengan dua syarat yang harus dipenuhi. Apabila syarat tersebut tidak 

terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.  

 

E. Konsep Maqa>s{id Shari>‘ah 

1. Pengertian maqa>s{id shari>‘ah 

Kata maqa>s{id merupakan bentuk jamak merujuk terhadap arti 

tujuan, sasaran,  prinsip, maupun tujuan. Maqa>s}id shari>‘ah terdiri dua kata 

yakni maqa>s{id (مقاَد) , secara bahasa kata maqa>s{id mempunyai beberapa 

arti diantaranya adalah tujuan dan shari‘ah (شريعه) mepunyai arti secara 

bahasa yaitu, sarana menuju sumber mata air. Sedangkan menurut istilah 

kata shari‘ah adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepada 

hamba-hambanya dari hukum yang telah dibawa oleh para Nabi baik 

dalam hal tauhid, muamalah, ahklak, maupun aturan kehidupan.28 

Dengan demikian, dari pengertian maqa>s{id dan shari‘ah secara 

bahasa dapat dijelaskan pengertian maqa>s}id shari>‘ah secara istilah yaitu 

tujuan-tujuan hukum Islam yang disyariatkan. Hal tersebut menjadi 

indikasi jika maqa>s}id shari>‘ah berhubungan erat antara hikmah dan ilat. 

                                                           
28 Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10. 
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Menurut Al-Fasi, maqa>s}id shari>‘ah adalah sebuah metode untuk 

mengetahui tujuan dari pensyariatan sebuah hukum untuk menjamin 

kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.29  

Ibnu Ashu>r memberikan definisi terkait maqa>s}id shari>‘ahyang 

intinya adalah hikmah atau nilai yang menjadi perhatian shari‘ dalam 

seluruh kandungan syariat, baik secara universal maupun secara 

terperinci.30 

Menurut Wahbah Az-Zuhaili maqa>s}id shari>‘ah secara istilah yaitu 

maksud yang disimpulkan dari semua hukum, maupun tujuan dari syariat 

yang ditetapkan Allah Swt. pada setiap hukumnya.31 Maqa>s}id shari>‘ah  

bisa diartikan sebagai tujuan dari hukum Islam yang memuat keadilan dan 

kemaslahatan terhadap masyarakat. Serta bukan serangkaian aturan yang 

memuat kerusakan terhadap tatanan sosial.32 

Maqa>s}id shari>‘ah mencakup segala hikmah yang termuat dibalik 

hukum. Dimana maqa>s}id shari>‘ah juga merupakan sebuah tujuan yang 

ingin diraih hukum Islam. Tujuan tersebut dapat diraih dengan metode 

mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Maqa>s}id shari>‘ah 

memuat arti penjagaan akal dan penjagaan terhadap jiwa manusia. 

Sehingga hal tersebut melarang tegas minuman beralkohol dan minuman 

                                                           
29 Ali Mutakin, “Teori Maqa>shid Al-Syari>ah dan Hubungannya dengan Istinbath Hukum”, Kanun 

Jurnal ilmu Hukum, Vol. 19. No. 3. (Agustus 2017), 551. 
30Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer”, At-Tura>s{, 

Vol. 5. No. 1, (Januari-Juni, 2018) , 63. 
31 Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah..., 20. 
32 Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syari’ah menurut Jasser Auda’ (pendekatan Sistem dalam Hukum 

Islam)”, Jurnal Al-Himayah, Vol. 2. No. 1, (Maret, 2018), 101. 
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yang bisa menghilangkan akal sehat. Selain itu, maqa>s}id shari>‘ah 

merupakan sekumpulan maksud ilahiyah dan konsep-konsep moral yang 

menjadi dasar hukum Islam. Maqa>s}id shari>‘ah juga menjelaskan hubungan 

hukum Islam dengan hak-hak asasi manusia, hubungan hukum Islam 

dengan pembangunan serta keadaban.33 

Dari berbagai penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa maqa>s}id shari>‘ah adalah sebuah maksud dari pensyariatan Hukum 

Islam yang mempertimbangkan keadilan serta kemaslahatan untuk 

masyarakat tanpa menjadikannya kerusakan terhadap tatanan masyarakat.  

 

2. Urgensi maqa>s{id shari>‘ah 

Kajian terkait maqa>s}id shari>‘ah di dalam hukum Islam merupakan 

sebuah teori yang penting. Urgensi tersebut disandarkan terhadap 

pertimbangan-pertimbangan yang sebagai berikut: pertama hukum Islam 

merupakan hukum yang berdasarkan wahyu Allah Swt. serta berlaku 

untuk semua umat manusia. Sehingga hukum Islam akan selalu terjadi 

perubahan-perubahan mengikuti keadaan manusia, dan untuk mengikuti 

perubahan-perubahan tersebut diperlukan adanya kajian terhadap unsur-

unsur hukum Islam, salah satunya adalah maqa>s{id shari>‘ah. Kedua ditinjau 

dari sejarah, teori maqa>s}id shari>‘ah sudah dipraktikkan oleh Rasulullah 

                                                           
33 Jasser Auda, Membumikan hukum Islam melalui Maqasid Syariah terj. Rosiddin dan Ali Abd el 

Mun’im (Jakarta: Mizan, 2015), 32. 
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saw. dan sahabat, serta mujtahid. Ketiga teori maqa>s}id shari>‘ah adalah 

sebuah kunci keberhasilan bagi mujtahid ketika melakukan ijtihadnya.34 

Urgensi teori maqa>s}id shari>‘ah menurut beberapa ulama 

diantaranya adalah: menurut Imam Haramain Al-Juwaini berpendapat 

bahwa seorangpun yang tidak memahami maksud maupun tujuan dari 

perintah maupun larangan, maka seseorang tersebut tidak akan bisa 

memahami tujuan dari ditetapkannya syariat. Sehingga apabila tidak 

mengetahui tujuan utama tersebut akan menyebabkan terjadinya benturan 

di kalangan ulama. Adapun menurut Imam al-Ghazali, mengatakan bahwa 

maslahat merupakan esensi utama dalam ditetapkannya syari’at. Esensi 

tersebut dibagi menjadi lima yang diantaranya yakni, menjaga agama, 

akal, jiwa, nasab, dan harta. Secara implisit setiap hukum syariat pasti 

memiliki tujuan, yakni mewujudkan kebaikan terhadap manusia serta 

menjauhkan manusia dari maksiat.35  

Sedangkan menurut Nuruddin al-Khamidi, mengkategorikan 

urgensi ilmu maqa>s}id shari>‘ah menjadi beberapa hal, yakni: pertama, 

menampakkan ilat (sifat jelas serta teratur, dan senantiasa terikat hukum) 

baik secara umum ataupun secara khusus dalam hukum Islam. Kedua 

memberikan kemudahan terhadap ulama fikih dalam proses menggali 

hukum. Ketiga, meminimalisir perbedaan pendapat serta perdebatan 

                                                           
34 Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam”, Sultan Agung. Vol. XLIV. 

No. 118. (Juni-Agustus 2009), 120. 
35 Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah..., 40. 
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dalam ranah fikih dan kefanatisme bermazhab. Keempat, menggabungkan 

antara dua sikap tekstualis-skipturalis dan sikap esensi terhadap teks.36 

Urgensi maqa>s}id shari>‘ah terlihat secara jelas dalam melaksanakan 

pengambilan hukum pada pola ta‘lili> dan pola istis}la>h{i>. Pola ta’lili 

berkembang sehingga menjadi dua metode, yakni kiyas dan istihsan. 

Sedangkan pola istis}la>h{i berkembang menjadi metode mas{lah{ah mursalah 

dan sadd al-dhari‘ah.37 

 

3. Pembagian maqa>s{id shari>‘ah menurut Al-Syathibi 

Al-Syathibi menjelaskan secara sistematis terkait pembahasan 

maqa>s}id shari>‘ah dengan membagi menjadi dua bagian penting yaitu, 

tujuan pembuat hukum (qas{u al-syar‘i) dan tujuan mukalaf (qas{d al-

mukalaf). tujuan pembuat hukum (qas{u al-syar‘i) dibagi menjadi beberapa 

bagian yakni: pertama, Tujuan Allah Swt. dalam menetapkan syari’at. 

Kedua, Tujuan Allah Swt. dalam menetapkan syariat agar dapat difahami. 

Ketiga, Tujuan Allah Swt. menetapkan syariat agar dapat dilaksanakan.38 

Menurut Al-Syathibi menjelaskan bahwa Allah Swt. menurunkan 

hukum syariat untuk mendatangkan maslahah dan menolak kemudharatan, 

dan diturunkannya hukum tersebut bertujuan merealisasikan kebaikan 

                                                           
36 Ibid., 46. 
37 Hajar M, “Maqashid Al-Syari’ah dan Urgensinya dalam melaksanakan Ijtihad”, Jurnal Hukum 

dan HAM. Vol. 1. No. 1, (Januari 2004), 37. 
38 Busyro, Maqa>shid Al-Syari>ah: pengetahuan mendasar memahami maslahah, (Jakarta: 

PRENADAMEDIA Group, 2019), 105. 
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terhadap manusia. Berkaitan dengan kebaikan yang harus dipenuhi 

tersebut, Al-Syathibi membagi menjadi tiga bagian yaitu:39 

a. D{aru>riyat (primer) 

D{aru>riyat merupakan kemaslahatan yang bersifat harus dipenuhi. 

Sehingga jika tidak terpenuhi maka akan mndatangkan mafsadah 

terhadap tatanan kehidupan. Kemaslahatan d}aru>riyat dibagi menjadi 

enam bagian, yakni: menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, 

menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga kehormatan.40 

D{aru>riyat adalah segala aspek yang menjadi eksistensi dalam tatanan 

kehidupan. Kemaslahatan d}aru>riyat meliputi lima hal yakni:41 

1) Untuk memelihara agama 

Penjagaan agama dapat dilakukan melalui penegakan 

terhadap syariat Islam. Seperti shalat, puasa, zakat maupun haji. 

2) Untuk memelihara jiwa 

Allah Swt. melarang segala perbuatan yang mengarah 

terhadap perusakan jiwa. Seperti, pembuhunan maupun bunuh 

diri. Dalam hal ini, disyari’atkan untuk memberlakukan qishas 

bagi pelaku pembunuhan.  

 

 

                                                           
39 Ibid. 
40 Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah..., 53. 
41 Muhammad Mawardi Djalaluddin, “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-

Muwafaqat”, Al-Daulah, Vol. 4. No. 2, (Desember 2015), 297. 
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3) Untuk memelihara keturunan  

Dalam hal menjaga keturunan Allah Swt. memerintahkan 

untuk melakukan perkawinan secara sah, dan Allah Swt. melarang 

memberlakukan hukuman berat terhadap pelaku penuduhan zina 

jika tanpa disertai bukti yang jelas. 

4) Untuk memelihara harta  

Melakukan pelarangan terhadap perilaku judi dan 

memberlakukan hukuman potong tangan bagi pelaku yang 

mencuri.  

5) Untuk memelihara akal  

Allah Swt. melarang secara tegas penggunaan minuman 

khamr serta segala sesuatu yang bisa merusak akal.  

 

b. H{aji>yyat 

Segala keperluan manusia dengan tujuan mendapatkan kelapangan 

hidup serta menghindarkan kesulitan. Namun, apabila haji>yyat 

tersebut tidak dipenuhi, maka manusia akan mendapatkan kesulitan, 

walaupun tidak merusak kebutuhan d}aru>riyat. Ketiadaan aspek 

haji>yyat tidak merusak eksistensi kehidupan manusia.42 

Keutamaan aspek haji>yyat bertujuan untuk meringankan beban, 

menghindarkan kesusahan, serta memudahkan perkara manusia. 

Dengan demikian, agama Islam menetapkan beberapa peraturan dalam 

                                                           
42 Ibid. 
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bidang muamalah, dan pidana. Misal, adanya keringanan (rukhsah) 

bagi seorang mukalaf yang tidak dapat melakuka kewajiban berpuasa 

dikarenakan sakit.43 

 

c. Tah}si>niyyat 

Tah}si>niyyat merupakan aspek pelengkap terhadap tatanan manusia 

yang bertujuan untuk memperoleh ketentraman serta merasa aman. 

Aspek tah}si>niyyat pada dasarnya berkaitan dengan ahklak dan etika.44  

Dengan demikian, pada hakikatnya keiga aspek tersebut baik 

d}aru>riyat, haji>yyat maupun tah}si>niyyat dimaksudkan untuk memelihara 

dan mewujudkan kelima unsur pokok diatas. Dalam hal ini, hanya saja 

peringkat kepentinganya berbeda-beda, aspek d}aru>riyat merupakan 

kebutuhan primer, h}aji>yyat merupakan kebutuhan sekunder, dan 

tah}si>niyyat merupakan kebutuhan penunjang. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Ibid. 
44 Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah..., 54. 
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BAB III 

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO  

NOMOR: 620/Pdt.G/2020/PA.Po. TENTANG IZIN POLIGAMI 

 

 

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Ponorogo 

1. Sejarah Pengadilan Agama Ponorogo 

Agama Islam yang berkembang di wilayah Ponorogo sudah menjadi 

kepercayaan mayoritas masyarakat Ponorogo, khususnya dalam hukum 

keluarga, serta muamalah yang berkaitan dengan permasalahan 

kebendaan. Sehingga apabila muncul permasalahan di antara orang Islam, 

mereka bergantung terhadap fatwa kyai. Di Masa kerajaan Mataram 

didirikan sebuah lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan 

yang terjadi di antara masyarakat Islam. Hal tersebut kemudian diperkuat 

pemerintah Hindia-Belanda dengan memberlakukan Hukum Islam bagi 

masyarakat yang beragama Islam. Sebagaimana disebut dalam putusan 

Laandraaad tanggal 15 Februari 1849 di Jakarta yang menjelaskan 

pembatalan surat wasiat dikarenakan bertentangan dengan ajaran hukum 

Islam.1 

Oleh  pemerintahan Belanda peradilan agama bagi yang beragama 

Islam diresmikan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 Nomor 152 dengan 

nama Raad Agama. Sehingga pada tahun 1885 Raad Agama Ponorogo 

telah difungsikan serta dalam memutus perkara menjadi sangat luas, di 

                                                           
1 Sejarah Pengadilan Agama Ponorogo, dalam https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-

pengadilan/profil-pengadilan/sejarah diakses pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 18.32 

https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah
https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah
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antaranya telah menyelesaikan perkara waris, perkara nafkah fasah dan 

perkara lainnya. Pada tahun 1937 pemerintah Hindia-Belanda menerapkan 

teori receptio yang membatasi dan mengurangi kewenangan Raad Agama 

Ponorogo. Sehingga Raad Agama berwenang memutus perkara nikah, 

perkara talak, perkara cerai, dan perkara rujuk (NCTR). Serta perkara 

waris menjadi tugas dari pengadilan negeri (Land Raad).2 

Sedangkan Raad Agama Ponorogo di masa kekuasan Jepang masih 

bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa antara orang Islam 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar hukum yang digunakan oleh 

Raad Agama Ponorogo dalam menangani perkara nikah, talak, cerai, dan 

rujuk (NTCR) adalah Stbl 1882 Nomor 152 jo. Stbl 1937 Nomor 116 dan 

610 serta Hukum Islam.3 

Kemudian pada masa kemerdekaan, kondisi Pengadilan Agama 

Ponorogo masih sama dengan masa penjajahan, yakni bangunan untuk 

melakukan sidang perkara bagi yang beragama Islam dilakukan di serambi 

masjid. Kemudian pindah ke rumah milik tokoh masyarakat. Di tahun 

1947 atas bantuan dana dari Ulama dan tokoh masyarakat, Pengadilan 

Agama Ponorogo secara resmi memiliki kantor yang berada di Jalan 

Bhayangkara Ponorogo. Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo 

dipindah di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 25 sampai saat ini. Semenjak 

diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP 

                                                           
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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Nomor 9 Tahun 1975 mengalami perkembangan jumlah perkara yang 

diputus dan memperoleh klasifikasi pengadilan agama tingkat I.B.4 

 

2. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo 

Ponorogo terletak pada 111˚7’ sampai 111˚52’ Bujur Timur dan 

7˚49’ sampai 8˚20’ Lintang Selatan. Luas wilayah Ponorogo sekitar 

1.371,78 km² dan dibagi menjadi 21 Kecamatan.5 

Sehingga Pengadilan Agama Ponorogo memiliki wilayah yurisdiksi 

yang meliputi 21 kecamatan, yaitu Kecamatan Ngrayun, Slahung, 

Bungkal, Pudak, Sambit, Sawoo, Sooko, Pulung, Mlarak, Jetis, Balong, 

Kauman, Jambon, Badegan, Sampung, Sukorejo, Ponorogo, Jenangan, 

Babadan, Siman, dan Ngebel.6 

 

3. Visi dan misi Pengadilan Agama Ponorogo 

Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai visi yaitu terwujudnya 

Pengadilan Agama Ponorogo yang agung.7 

Misi dari Pengadilan Agama Ponorogo: 

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo. 

                                                           
4 Ibid. 
5 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo, dalam https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-

pengadilan/profil-pengadilan/yurisdiksi diakses pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 18.32 
6 Rencana Progam Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Ponorogo Tahun 

(RPIJM) 2017-2021, Profil Kabupaten Ponorogo, 2 
7 Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo, dalam https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-

pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi diakses pada tanggal 2 April 2021 pukul 18.15 

https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/yurisdiksi
https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/yurisdiksi
https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi
https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi
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b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan. 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber 

daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo. 

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama 

Ponorogo. 

 

4. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ponorogo 

Pengadilan Agama Ponorogo adalah pengadilan agama ditingkat 

pertama bertugas dan berwenang mengadili perkara ditingkat pertama 

antara pihak yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, 

hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah. Sebagaimana 

telah dijelaskan dalam “Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 

Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989”.8 

Selain tugas pokok tersebut. Pengadilan Agama Ponorogo 

mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut: 

a. Fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan 

menyelesaikan perkara. “Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2006”. 

b. Fungsi pembinanan yakni mengarahkan, membimbing, dan memberi 

petunjuk terhadap pejabat struktural dan fungsional yang berkaitan 

                                                           
8 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo, dalam https://www.pa-

ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi diakses pada 

tanggal 2 April 2021 pukul 18.15 

https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi
https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi
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dengan teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi 

umum, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. “Pasal 53 Ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006” dan “KMA Nomor 

KMA/080/VIII/2006”. 

c. Fungsi pengawasan yaitu mengawasi tingkah laku Hakim, panitera, 

sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti. “Pasal 

53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006” dan “KMA 

Nomor KMA/080/VIII/2006”. 

d. Fungsi nasehat yaitu memberikan nasehat maupun pertimbangan-

pertimbangan terkait hukum Islam kepada pemerintah di daerah 

hukumnya apabila diminta. “Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

3 tahun 2006”. 

e. Fungsi administratif yakni melakukan teknis dan persidangan 

(administrasi peradilan) dan administrasi umum (kepegawaian, 

keuangan, dan umum). “KMA Nomor KMA/080/VIII/2006”. 

 

5. Susunan Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po 

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara izin 

poligami di Pengadilan Agama Ponorogo dengan perkara Nomor: 

620/Pdt.G/2020/PA.Po adalah sebagai berikut: 

1. Ketua Majelis Hakim : Drs. H. Misnan Maulana  

2. Hakim anggota I  : Drs. Hj. Siti Azizah, ME. 

3. Hakim anggota II  : Alfiza, SHI, MA 
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B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo 

Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po 

 

1. Deskripsi putusan 

Sebagaimana izin poligami yang sudah terjadi di lingkungan 

Peradilan Agama Ponorogo. Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan 

Agama Ponorogo pada tanggal 14 April 2020 dengan Nomor Perkara 

0620/Pdt.G/2020/PA.Po. kemudian, untuk menjelaskan duduk perkara 

yang ada di dalam putusan tersebut. Peneliti menggunakan nama samaran 

pemohon dan termohon I. Adapun deskripsi putusannya adalah sebagai 

berikut: 

Pemohon umur 51 tahun, agama Islam, jenjang sekolah terakhir 

SLTP, bekerja sebagai jasa kontraktor, berdomisili di kabupaten 

Ponorogo. Yang akan melawan pihak termohon I umur 50 tahun, agama 

Islam, jenjang sekolah terakhir SD, pekerjaan petani, dan berdomisili di 

Kabupaten Ponorogo.  

Pada hari dan tanggal 08 September 1993, pemohon serta termohon  

I melakukan akad perkawinan yang didaftarkan oleh pegawai pencatat 

nikah KUA Kecamatan Sukorejo dengan kutipan akta nikah yang 

bernomor 241/12/IX/1993 tertanggal 08 September 1993 dan duplikat 

buku nikah Nomor kk.13.02.6/Pw.01/54/2007 tertanggal 26 Juni 2007.9 

Setelah proses akad perkawinan tersebut, pemohon dan termohon 

bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Ponorogo 

                                                           
9 Putusan pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po. 
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sampai dengan bulan Mei tahun 1996, kemudian pemohon pergi bekerja di 

Surabaya sampai bulan Mei 1997, kemudian pemohon pulang ke rumah 

kediaman bersama dan tinggal bersama termohon sampai bulan Mei 2019, 

kemudian pemohon pergi bekerja di Kota Palangkaraya sampai bulan 

Februari tahun 2020, kemudian termohon pulang ke rumah kediaman dan 

tinggal bersama dengan termohon sampai saat ini. Selama masa 

perkawinan antara pemohon dan termohon telah hidup dengan rukun 

sebagaimana suami istri pada umumnya dan telah melakukan hubungan 

suami istri. Dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak 

yang bernama: Intan Mayang Sari binti Suyono, umur 24 tahun, dan Dwiki 

Maulana Setio Purnomo binti Suyono, umur 18 tahun. 

Perkawinan antara pemohon dan termohon sudah 17 tahun lamanya 

terhitung sejak akad perkawinan dilangsungkan. Seiring berjalannya 

waktu, pemohon ingin melakukan poligami dengan seorang wanita yang 

berinisial calon istri kedua, berumur 52 tahun, agama Islam, pendidikan 

terakhir SD, bekerja sebagai petani, serta bertempat tinggal di Kabupaten 

Ponorogo. Calon istri kedua tersebut merupakan janda cerai berdasarkan 

Akta Cerai Nomor: 0932/AC/2018/PA.PO tertanggal 18 Juli 2018. 

Perkawinan akan dilaksanakan serta didaftarkan dihadapan Pegawai 

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo. 

Berdasarkan alasan yang dikemukakan pemohon untuk melakukan 

poligami adalah dikarenakan termohon mempunyai penyakit asma sesuai 

dengan keterangan dokter. Sehingga termohon dirasa kurang mampu 
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untuk memenuhi keperluan batin pemohon serta pemohon ingin 

membantu calon istri kedunya tersebut. 

Termohon menyataan kerelaan serta tidak merasa keberatan jika 

pemohon ingin melakukan poligami dengan calon istri keduannya. Dan 

calon istri keduanya tersebut menyebutkan bahwa tidak akan 

mengganggu harta gono gini yang sudah diperoleh selama perkawinan 

antara pemohon dan termohon, dan membiarkan sebagai harta gono-gini 

antara pemohon bersama termohon.  

Berdasarkan permohonan di atas, pemohon dan termohon telah 

menghadap di persidangan serta majelis hakim mendamaikan keduannya, 

untuk hal tersebut majelis hakim memerintahkan keduanya agar 

menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Pada tanggal 30 April 2020 

media antara pemohon dengan termohon telah dilakukan. Namun, 

mediasi dinyatakan gagal. Sehingga perkara tersebut diperiksa dengan 

membacakan permohonan pemohon. 

Berdasarkan permohonan perkara tersebut, temohon sudah 

memberikan jawaban dengan lisan dihadapan sidang pengadilan yang 

dimana termohon telah membenarkan dalil-dalil surat permohonan yang 

diajukan pemohon. Serta termohon menyatakan kerelaannya jika 

pemohon ingin berpoligami dengan calon istri keduanya yang bernama 

Rumanah binti Bonangin. 

Dari alasan-alasan atau dalil-dalil yang terurai di atas, pemohon 

meminta kepada ketua majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo untuk 
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memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut 

mengabulkan permohonan pemohon, memberikan izin poligami kepada 

pemohon dengan calon istri kedua bernama Rumanah binti Bonangin, 

serta menetapkan harta gono-gini pemohon dan termohon.  

 

2. Pertimbangan majelis Hakim terhadap permohonan izin poligami di 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po 

 

Sebagaimana permohonan yang dijelaskan di atas. Bahwa alasan-

alasan yang mendasari pemohon pada dasarnya pemohon mempunyai 

maksud untuk berpoligami dengan seseorang yang bernama Rumanah 

binti Bonangin. Berdasarkan alasan permohonan tersebut, pemohon ingin 

melakukan poligami dengan alasan istri pertamanya mempunyai penyakit 

asma. 

Permohonan yang dilimpahkan kepada Pengadilan Agama 

Ponorogo oleh pemohon yang melawan termohon adalah merupakan 

permohonan izin poligami antara pemohon dan termohon yang beragama 

Islam, karena berdasarkan “Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 3 Ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. 

Permohonan di atas merupakan kewenangan mutlak peradilan agama. 

Sehingga Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai wewenang untuk 

memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dan berdasarkan ketentuan 
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“Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan”, maka permohonan di atas menjadi kewenangan relatif 

Pengadilan Agama Ponorogo.  

Perkara permohonan izin poligami tersebut termasuk dalam 

kelompok hukum perorangan (Personen Recht), sehingga tidak 

dibernarkan jika hanya memakai pengakuan maupun kesepakatan. 

Sehingga untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan di atas, majelis 

hakim perlu mendatangkan saksi dan memberikan kesaksian terhadap dalil 

permohonan pemohon dan mengajukan alat-alat bukti surat (P-1 sampai 

P-11) serta dua orang saksi. 

Berdasarkan kesaksian dari kedua saksi pemohon di depan sidang 

Pengadilan Agama Ponorogo dan telah disumpah, sehingga telah 

memberikan keterangan satu per satu. Yang dimana keterangan dari 

keduanya saling berkaitan dan mempunyai relevansi terhadap perkara 

permohonan izin poligami tersebut. Dengan demikian, saksi-saksi yang 

dihadirkan pemohon sudah memenuhi syarat secara formil dan materiil 

sebagaimana penjelasan pasal 170 sampai dengan pasal 172 HIR. Dan 

kesaksian tersebut mempunyai nilai pembuktian. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, diperoleh fakta hukum yang 

menjelaskan bahwa antara pemohon dengan termohon masih terpaut 

dalam ikatan perkawinan yang sah; bahwa pemohon mengajukan 

permohonan tersebut dikarenakan termohon tidak mampu menjalankan 

kewajiban sebagai istri karena, termohon mempunyai penyakit asma; 
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bahwa termohon menyetujui keinginan pemohon untuk menikahi calon 

istri kedua; bahwa pemohon mampu memenuhi keperluan hidup istri-istri 

dan anak-anak mereka; bahwa pemohon mampu berlaku adil kepada istri-

istri serta anak-anak mereka; bahwa calon istri kedua pemohon tidak 

terpaut dengan ikatan perkawinan; bahwa tidak terikat hubungan mahram 

atau hubungan susuan antara pemohon ataupun dengan termohon; bahwa 

pemohon dan calon istri kedua pemohon beragama Islam; dan bahwa calon 

istri kedua pemohon sering berkunjung di kediaman pemohon dan 

termohon.  

Dari penjabaran fakta hukum di atas, telah terbukti jika alasan 

pemohon untuk melakukan poligami adalah dengan alasan termohon 

mempunyai penyakit asma sehingga dinilai tidak mampu menjalankan 

kewajiban sebagaimana istri pada umumnya.  

Meskipun alasan permohonan tersebut tidak sesuai dengan keadaan 

yang disebutkan dalam “Pasal 4 Ayat (2) Huruf c undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 jo. Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam”. Namun karena 

termohon menyetujui dan tidak keberatan terhadap niat pemohon untuk 

melakukan izin poligami tersebut. Dan berdasarkan kondisi pemohon yang 

sangat dekat dengan calon istri keduanya serta sering berkunjung 

dikhawatirkan akan menimbulkan efek negatif apabila pemohon tidak 

diizinkan menikah dengan calon istri keduanya.  
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Melihat pertimbangan di atas majelis hakim menjelaskan bahwa 

permohonan yang diajukan pemohon untuk melakukan poligami dinilai 

sudah memenuhi alasan maupun syarat sebagaimana telah dijelaskan 

dalam Peraturan Perundang-Undangan dan dirasa tidak bertentangan 

dengan syariat Islam. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa 

permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan. 

Menimbang bahwa perkara di atas termasuk dalam bidang 

perkawinan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam “Pasal 89 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah amandemen 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan amandemen kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009”, biaya perkara tersebut 

dibebankan kepada pemohon. Menimbang pasal-pasal dalam Peraturan 

Perundang-Undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara 

ini, mengadili: 

1. Mengabulkan permohonan pemohon 

2. Menetapkan, memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi 

(poligami). 

3. Menetapkan harta bersama berupa: 

a. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di kabupaten Ponorogo 

beserta bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat Hak Milik 

Nomor 02167 dengan lebar tanah 16.30 meter, panjang 27.70 

meter, dan luas 759 m² atas nama Suyono. 
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b. Sebidang sawah, yang terletak di Kabupaten Ponorogo lebar 16.5 

meter, panjang 46 meter, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 

02163 dengan luas 457 m², atas nama Suyono. 

c. 1 unit sepeda motor Yamaha, warna hitam, dengan nomor polisi 

AE 6863 SS, atas nama Suyono. 

d. 1 unit sepeda motor Honda, warna merah, dengan nomor polisi AE 

2413 W, atas nama Suyono. 

e. 1 unit sepeda motor Honda, warna hitam, dengan nomor polisi AE 

3261 WN, atas nama Suyono. 

f. 1 unit traktor lengkap, mesin merek ratna, tahun 2015 

g. 1 unit pompa air SIBEL, tahun 2016. 
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BAB IV 

ANALISIS MAQA>S}ID SHARI>‘AH  

TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO  

Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po TERKAIT IZIN POLIGAMI 

 

A. Analisis dasar Hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo dalam Putusan perkara Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait izin 

poligami 

 

Poligami ialah keadaan dimana suami memperistri lebih dari seorang 

dalam kurun waktu yang bersamaan. Islam membolehkan poligami maksimal 

hanya sampai empat istri saja.1 Seseorang yang akan berpoligami harus 

memperoleh izin Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan Pengadilan 

Agama “Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan” jo. “Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” jo. “Pasal 56 Ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam”. 

Dalam kasus ini Hakim adalah seorang yang mempunyai wewenang 

memberikan keputusan terhadap suatu permasalahan. Dalam memutuskan 

permasalahan seorang Hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan 

hukum yang kuat untuk dijadikan dasar dalam memberikan putusan. Sehingga 

putusan tersebut tidak bertolak belakang dengan norma hukum baik dengan 

hukum Islam maupun hukum positif di lingkungan Pengadilan Agama. 

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 

620/Pdt.G/2020/PA.Po tentang izin poligami dikarenakan istri menderita 

                                                           
1 Abdur Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131. 
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penyakit asma. Dalam perkara tersebut pemohon mengungkapkan alasannya 

untuk poligami dengan calon istri keduanya dikarenakan termohon 

mempunyai penyakit asma dan dianggap tidak mampu melaksanakan 

kewajibannya sebagaimana seorang istri.   

Ditinjau dari alasan yang diajukan dengan alasan istri menderita 

penyakit asma, menurut peneliti alasan tersebut tidak relevan dengan “Pasal 

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum 

Islam”. Dari permohonan di atas pemohon telah memperoleh izin dari istri 

pertamanya dengan menyatakan kerelaannya terhadap pemohon jika ingin 

menikah lagi. Pihak Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami 

apabila telah memenuhi syarat sesuai dengan “Pasal 5 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam”, 

yang sebagai berikut: 

1. Adanya persetujuan dari istri 

Dalam putusan perkara Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Po, termohon 

telah menyatakan secara lisan di depan sidang, bahwa termohon rela 

apabila pemohon ingin berpoligami dengan calon istri keduanya. 

2. Adanya kepastian suami sanggup memenuhi kebutuhan hidup 

Pemohon dalam permohonannya telah memberikan keterangan 

bahwa pemohon sanggup memenuhi keperluan-keperluan istri-istri dan 

anak-anaknya. Karena pemohon bekerja sebagai kontraktor yang 

berpenghasilan setiap harinya sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55 
 

 

 

3. Adanya kepastian suami sanggup berlaku adil 

Dari permohonan di atas pemohon menyatakan mampu bersikap 

adil. Dalam hal ini, majelis hakim boleh meminta surat pernyataan bahwa 

suami sanggup bersikap adil kepada istri dan anaknya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, majelis hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo berargumen bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon telah 

sesuai dengan syarat kumulatif untuk mengajukan permohonan izin poligami 

sebagaimana telah disebutkan dalam “Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam”. 

Pertimbangan lain yang digunakan oleh majelis hakim dalam memeriksa 

perkara izin poligami tersebut juga menggunakan kaidah fikih yaitu: 

ت ان  ذ ا ت  ع ار ض  م  إ    عْظ م ه م ا ض ر راً ب ِ رْت ك اب  أ خ فِّه م اي  أ  ر ع   فْس د 

“Apabila dihadapkan pada dua mafsadah, maka supaya dijaga jangan 

sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara 

mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”. 

 

Dan Surah an-Nisa> Ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut: 

ط وْ  فْت مْ أ لَّا خ  و إ نْ  فْت مْ ثْ نٰٰ ب  ل ك مْ م ن  النِّس اء  م  ا م ا ط اى ف انْك ح وْ فِ  الي ت مٰ ا ت  قْس   و ث  ل ث  و ر ب ع  ف ِ نْ خ 

ةً أ   ات  عْد ل وْ  أ لَّا  د   ات  ع ول وْ  أ لَّا ل ك  أ دْنَ  وْ م ا م ل ك تْ أ يْْ ن ك مْ ذٰ ف  و اح 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua , tiga, atau 

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S an-

Nisa>: 3). 
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Sehingga, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut patut 

untuk dikabulkan dan permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan alasan-

alasan berpoligami sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku, serta dianggap tidak bertolak belakang 

dengan Hukum Islam. 

 

B. Tinjauan Maq>as}id Shari>’ah terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo 

Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po terkait izin poligami dengan alasan istri 

mempunyai penyakit asma 
 

Maq>as}id shari>’ah adalah suatu kajian penting dalam proses 

pemberlakuan hukum Islam. maq>as}id shari>’ah menurut Jasser Auda adalah 

tujuan kebaikan yang jadikan untuk merealisasikan pembentukan syariat. 

Sehingga maq>as}id shari>’ah merupakan tujuan utama dari pemberlakuan 

hukum Islam yang menitikberatkan terhadap rasa keadilan, rasa kemanusiaan, 

dan kehormatan. Menurut ulama klasik seperti, al-Ghaza>li, al-A>midi, dan al-

Ha>jib mengartikan maq>as}id shari>’ah dengan menggapi manfaat dan menolak 

mafsadah.2 

Menurut Al-Syathibi, bahwa Allah Swt. menurunkan hukum syariat 

tidak lain adalah untuk mendatangkan maslahah serta menghindari kerusakan, 

dan aturan-aturan hukum yang diturunkan tersebut hanya untuk merealisasi 

kemaslahatan terhadap manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus 

dipenuhi tersebut, Al-Syathibi membagi menjadi tiga bagian yaitu:3 

                                                           
2 Budiman, “Tinjauan Maq>as}id shari>’ah pada Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam tentang izin 

poligami” Isti’dal: Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni 2018), 5.  
3 Ibid. 
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1. D{aru>riyat (primer). 

D{aru>riyat merupakan kemaslahatan yang bersifat harus dipenuhi. 

Sehingga jika tidak terpenuhi maka akan mndatangkan mafsadah 

terhadap tatanan kehidupan. Kemaslahatan d}aru>riyat dibagi menjadi 

enam bagian, yakni: menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, 

menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga kehormatan.4 

D{aru>riyat adalah segala aspek yang menjadi eksistensi dalam tatanan 

kehidupan. Kemaslahatan d}aru>riyat meliputi lima hal yakni untuk 

memelihara agama, untuk memelihara jiwa, untuk memelihara keturunan, 

untuk memelihara harta, dan untuk memelihara akal. 5 

 

2. H{aji>yyat. 

Keutamaan aspek haji>yyat bertujuan untuk meringankan beban, 

menghindarkan kesusahan, serta memudahkan perkara manusia. Dengan 

demikian, agama Islam menetapkan beberapa peraturan dalam bidang 

muamalah, dan pidana. Misal, adanya keringanan (rukhsah) bagi seorang 

mukalaf yang tidak dapat melakuka kewajiban berpuasa dikarenakan 

sakit.6 

 

 

 

                                                           
4 Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah..., 53. 
5 Muhammad Mawardi Djalaluddin, “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi..., 297. 
6 Ibid. 
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3. Tah}si>niyyat  

Tah}si>niyyat merupakan aspek pelengkap terhadap tatanan manusia 

yang bertujuan untuk memperoleh ketentraman serta merasa aman. Aspek 

tah}si>niyyat pada dasarnya berkaitan dengan ahklak dan etika.7  

Maq>as}id shari>’ah pada dasarnya adalah tujuan yang ingin dicapai oleh 

syariat dan diaplikasikan dikehidupan yang nyata. Sehingga maksud dari 

maq>as}id shari>’ah itu sendiri pada dasarnya adalah mewujudkan kebaikan dan 

menghindari keburukan. Dalam penelitian ini maq>as}id shari>’ah digunakan 

untuk mengetahui tujuan dari majelis hakim mengabulkan permohonan izin 

poligami dikarenakan istri menderita penyakit asma yang kemudian dikaitkan 

dengan lima unsur dasar pemeliharaan manusia.8  

Kemudian dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo permohonan 

izin poligami Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po majelis hakim memutuskan 

perkara tersebut dengan pertimbangan menggunakan kaidah ushul fikih yang 

berbunyi: 

ت ان  إ   ا عْظ م ه م اي  أ  ر ع   ذ ا ت  ع ار ض  م فْس د   ض ر راً ب ِ رْت ك اب  أ خ فِّه م 

“Apabila dihadapkan pada dua mafsadah, maka supaya dijaga jangan 

sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara 

mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”. 

 

Berangkat dari kaidah di atas majelis hakim menjelaskan bahwa apabila 

permohonan tersebut tidak dikabulkan ditakutkan kedepannya akan 

                                                           
7 Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah..., 54. 
8 Ibid. 
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mendatangkan kemudharatan. Dalam kaidah tersebut menjelaskan dua 

mafsadah yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mafsadah yang 

lebih besar.  

Kemudian dalam perkara di atas, dua mafsadah yang dimaksud adalah  

1. Timbulnya perceraian antara pemohon dan termohon dikarenakan 

pemohon sudah berpoligami dan keadaan termohon yang mengidap 

penyakit asma;  

2. Timbulnya zina dan fitnah antara pemohon dan calon istri keduannya 

dikarenakan pemohon dan calon istri keduannya sudah kenal dekat dan 

sering bertemu.  

Dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo perkara permohonan izin 

poligami Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po apabila dilihat dari sudut pandang 

maq>as}id shari>’ah, alasan karena istri menderita penyakit asma yang 

digunakan oleh pemohon belum termasuk dalam keadaan dharu>riyat. Karena 

keadaan istri menderita penyakit asma belum sampai mengancam eksistensi 

agama maupun eksistensi perkawinan itu sendiri. Sehingga keadaan tersebut 

masih dikategorikan ke dalam tingkat h}aji>yyat. Apabila dilihat dari aspek 

h}aji>yyat menurut peneliti bahwa pemohon berada dalam keadaan yang sulit 

dikarenakan istri sudah tidak sempurna dan pemohon ingin melakukan 

poligami. Menimbang keadaan berikut majelis hakim memberikan izin 

kepada pemohon dengan tujuan ingin memberikan kemudahan terhadap 

pemohon agar tidak melakukan perbuatan zina serta tidak mengancam 

agama. 
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Memang agama Islam mengatur dan memperbolehkan perbuatan 

poligami, namun hal tersebut bukanlah sebuah anjuran yang boleh dilakukan 

sewaktu-waktu. Akan tetapi, poligami dirancang untuk hal yang benar-benar 

darurat hingga tingkat dharu>riyat. Sehingga, poligami bisa dilakukan apabila 

penyakit termohon memang benar-benar tidak dapat disembuhkan dan 

apabila tidak berpoligami akan mengancam eksistensi agama maupun 

perkawinan itu sendiri. 

Dengan demikian, pertimbangan majelis hakim dalam Putusan perkara 

Permohonan Izin Poligami Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po dengan alasan istri 

menderita penyakit asma masih kurang sesuai dengan maq>as}id shari>’ah dalam 

aspek dharu>riyat. Karena, penyakit asma pada dasarnya belum mengancam 

eksistensi agama dan eksistensi perkawinan, serta penyakit asma masih 

mempunyai kesembuhan dan masih bisa melakukan kewajiban walaupun 

tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat. Dan ditakutkan apabila 

permohonan tersebut dikabulkan akan mendatangkan mafsadat, yakni 

dijadikan tolak ukur oleh kalangan masyarakat bahwa ketika istri mempunyai 

penyakit yang pada dasarnya masih bisa disembuhkan akan dijadikan alasan 

untuk melakukan poligami. Seharusnya majelis hakim lebih 

mempertimbangkan lagi isi permohonan tersebut dengan tidak mengabulkan 

dengan tujuan agar suami selalu berupaya untuk mencari pengobatan 

terhadap istrinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam 

memutuskan perkara Nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Po tentang izin 

poligami dengan alasan istri menderita penyakit asma adalah berdasarkan 

kaidah fikih dan dalil syar’i yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah An-

Nisa> Ayat 3, serta terpenuhinya syarat kumulatif untuk melakukan 

poligami.  

2. Ditinjau dari maq>as}id shari>’ah keadaan yang dialami pemohon tersebut 

belum dapat dikatakan sebagai keadaan dharu>riyatyang memperbolehkan 

poligami, dikarenakan keadaan pemohon tersebut belum sampai 

mengancam eksistensi agama maupun eksistensi perkawinan itu sendiri. 

Sehingga keadaan yang dialami pemohon tersebut masih termasuk dalam 

aspek h}aji>yyat.   

B. Saran 

1. Untuk majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo diharapkan dalam 

memutus perkara dapat lebih bijaksana dalam memberikan keputusan 

khususnya dalam perkara permohonan izin poligami dengan alasan istri 
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mempunyai penyakit asma. Karena perlu diingat bahwa penyakit asma 

masih bisa disembuhkan dan bukan suatu keadaan dharurat yang dapat 

dijadikan alasan berpoligami. 

2. Untuk lapisan masyarakat khusunya pemohon dan pembaca. Poligami 

memang merupakan perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam, akan 

tetapi kebolehannya tersebut harus ada keadaan-keadaan yang benar-benar 

dharurat. Dan jika ingin berpoligami alangkah baiknya dipertimbangkan 

kembali dampak baik dan buruknya agar tidak mendatangkan mafsadah 

dikemudian hari. 
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